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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya, sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan serta kesempatan untuk terus memberikan

pelayanan prima kepada Wajib Pajak dan melanjutkan upaya pencapaian target penerimaan pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian
visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran (TA) 2024. LAKIN memiliki beberapa
fungsi utama, di antaranya sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif serta sebagai wujud
akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance).

Selain itu, LAKIN juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat serta
berperan sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di seluruh organisasi Direktorat
Jenderal Pajak. Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua Tahun
2024 disusun sebagai gambaran dan transparansi atas pencapaian yang telah diraih, sekaligus

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi yang diamanatkan kepada kami.

Demi menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat, khususnya Wajib Pajak Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua, unit kerja senantiasa berkomitmen untuk memberikan
pelayanan yang optimal dan mampu menjalankan tugasnya dengan capaian kinerja yang baik. Semoga
laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam
memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak dan masyarakat.

Jakarta, 23 Januari 2025

Kepala Kantor,

Witarto
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai wujud penyelenggaraan negara yang baik (good governance) sesuai Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), serta Rencana
Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, dengan ini kami sampaikan Laporan

Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua Tahun 2024.

Perwujudan good governance mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategi yang ditetapkan
masing-masing instansi yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam hal ini pertanggungjawaban tersebut
berupa Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Dua merupakan wujud pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor pajak serta kewenangan pengelolaan sumber daya

di dalamnya.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua adalah: “Menjadi Kantor
Pelayanan Pajak terpercaya untuk menghimpun penerimaan pajak melalui penyelenggaraan
administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan di wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua” dalam rangka mendukung Visi Direktorat
Jenderal Pajak, yaitu: “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun
Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efekiif,
Berintegritas, dan Berkeadilan.” Dalam rangka mencapai visi tersebut, Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua mempunyai misi di antaranya:

1. melaksanakan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

2. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif
dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan memiliki motivasi untuk
meningkatkan kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru
Dua melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi, dan pengawasan yang
efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

3. mengembangkan kerja profesional, bersih, dan berintegritas serta membahagiakan untuk

semua pegawai.

Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua telah

melaksanakan tugas dengan menerapkan sistem administrasi modern. Target penerimaan pajak
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yang dipercayakan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
dengan beberapa kali mengalami perubahan dengan target terakhir ditetapkan sebesar
Rp3.292.021.668.000. Berbagai kendala dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Dua dalam menggali potensi penerimaan pajak dapat dilalui dengan mitigasi
risiko yang telah disusun, berupa pemantauan, pengawasan, kerjasama, serta kerja keras dan
ketekunan pegawai dalam mengumpulkan penerimaan. Sehingga, dengan dilakukannya berbagai
mitigasi risiko tersebut, target penerimaan pajak yang dipercayakan Kantor Wilayah DJP Jakarta
Selatan Il kepada Kantor Pelayanan Pajak Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua pada
tahun 2024 dapat tercapai sebesar Rp3.296.967.118.397,- atau mencapai 100,15% dari target
yang telah ditetapkan.

Disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Kebayoran Baru Dua tahun 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kemampuan dan kinerja para pegawai di lingkungan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. Dengan senantiasa
memperhatikan nilai-nilai Direktorat Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
setiap sumber daya manusia, diharapkan Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Pajak dapat

terwujud.
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A.

B.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua merupakan instansi vertikal
Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Il dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Il. Dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki tugas
melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di
bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan
penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Lingkup pengelolaan bidang pajak yang dikelola oleh DJP
adalah administrasi atas pajak pusat yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, PBB selain sektor

perkotaan dan pedesaan, serta Bea Materai.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu
instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan
Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Dua mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024
sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020,
serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah
ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak, tugas kantor pelayanan pajak adalah melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan
penegakan hukum Wajib Pajak. Berikut disajikan lebih detail terkait penjelasan tugas, fungsi, dan

struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua.
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1. Tugas
Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal
dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu melaksanakan
pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak
Langsung Lainnya, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak
dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua menyelenggarakan fungsi:
a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang
Kantor Pelayanan Pajak;
pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak;
e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak
maupun masyarakat;
h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
j- penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan
perpajakan;

k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan
eksternal;
. pemutakhiran basis data perpajakan;
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal,

penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

T L T o 5 3

pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;

pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan

= 0

pelaksanaan administrasi kantor.
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3. Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak tertuang dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Struktur Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan
pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko,
internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan,
serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data
Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran,
dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pengumpulan,
pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen
perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas
data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data
hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen
berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan
data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan
administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

C. Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan
dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib
Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan
konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan
pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian
permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau
masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan
penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi
penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis,
penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak
melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak
berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan
pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan
administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan,

penilaian, dan penagihan.
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Seksi Pengawasan |, Seksi Pengawasan Il, Seksi Pengawasan Ill, Seksi Pengawasan
IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI

Seksi Pengawasan | sampai dengan VI mempunyai tugas dalam rangka memastikan
Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui
perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis
pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah,
pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan,
pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan,
pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak
lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan
penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Kelompok Fungsional

Kelompok jabtan fungsional di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua terdiri atas
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penyuluh Pajak. Kelompok
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua didukung oleh Sumber

Daya Manusia (SDM) sebanyak 102 orang pegawai (per 31 Desember 2024) yang dapat

dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran
Baru Dua Berdasarkan Jabatan

No. Jabatan Jumlah Pegawai
1. Kepala Kantor 1 orang

2. Kepala Seksi/ Subbagian 10 orang

3. Pemeriksa Pajak Madya 2 orang

4. Pemeriksa Pajak Muda 5 orang

5. Pemeriksa Pajak Penyelia 1 orang

6. Pemeriksa Pajak Pertama 6 orang

7. Pemeriksa Pajak Pelaksana 7 orang

8. Penyuluh Pajak Ahli Muda 1 orang

9. Penyuluh Pajak Ahli Pertama 2 orang

10. | Asisten Penyuluh Pajak Penyelia 1 orang

11. | Asisten Penyuluh Pajak Mahir 4 orang
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Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran
Baru Dua Berdasarkan Jabatan
12. | Account Representative 30 orang
13. | Juru Sita 3 orang
14. | Sekretaris 1 orang
15. | Bendaharawan 1 orang
16. | Pelaksana 27 orang
Jumlah 102 orang

Sumber : Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian & Aktiva (SIKKA) per tanggal 31 Desember
2024

Adapun penyebaran SDM unit kerja berdasarkan tingkat golongan sebagai berikut:

Komposisi Sumber Daya Manusia KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
Berdasarkan Tingkat Golongan
No. Tingkat Golongan Jumlah Pegawai
1. Golongan |l 29 orang
2. Golongan Il 58 orang
3. Golongan IV 15 orang
Jumlah 102 orang

Sumber : Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian & Aktiva (SIKKA) per tanggal 31 Desember
2024

Komposisi SDM KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru
Dua berdasarkan Golongan

Golongan IV
15%

Golongan Il
28%

Golongan llI
57%

= Golongan Il = Golongan Ill Golongan IV
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Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Kebayoran Baru Dua bervariasi dengan penyebaran sebagai berikut:

Komposisi Sumber Daya Manusia KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai
1. Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 orang
2. Diploma | 18 orang
3. Diploma 11l 16 orang
4. Sarjana/ Diploma IV 45 orang
5. S2 22 orang
Jumlah 102 orang

Sumber : Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian & Aktiva (SIKKA) per tanggal 31 Desember 2024

Komposisi SDM KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
berdasarkan Tingkat Pendidikan

<

m SMA = Diplomal = Diplomall = Sarjana/DiplomalV = S2
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4. Mandat dan Peran Strategi

Mandat yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran
Baru Dua yaitu menjadi unit yang melakukan pelayanan langsung kepada Wajib Pajak, dengan
tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
diberikan mandat berupa target penerimaan pajak sebesar Rp3.292.021.668.000 (tiga
triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh satu juta enam ratus enam puluh
delapan ribu rupiah). Dalam mengemban mandat yang diberikan tersebut, Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua telah menyatukan langkah dan
strategi dalam visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjadi Mitra Terpercaya
Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan
Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam
rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara
untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan

Berkeadilan’.

C. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif: rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas
capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau
sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

2. Pendahuluan: pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang
sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab
antara lain:

a. Latar Belakang: menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan
kinerja serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi
organisasi.

b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi: menguraikan tugas, fungsi dan struktur
organisasi sesuai ketentuan yang terkini sebelum ditetapkannya Peraturan
Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

c. Sistematika Laporan: menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan

penjelasan singkat.
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3. Perencanaan Kinerja: menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja
penetapan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua tahun

2024. Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:

a. Perencanaan Strategis: dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam
renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Dalam
menguraikan RKA juga hendaknya memperhatikan informasi tematik APBN.

b. Penyusunan Perjanjian (PK) Kinerja Tahun 2024: proses penyusunan serta
penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024 sesuai Renstra DJP
Tahun 2020 — 2024.

4. Akuntabilitas Kinerja: menguraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi beserta analisis capaian kinerja serta
juga menguraikan realisasi anggaran yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Kebayoran Baru tahun 2024.

a. Capaian Kinerja Organisasi: pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi
untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran: pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

5. Penutup: mengemukakan tinjauan secara umum tentang tingkat capaian, permasalahan
dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja unit kerja yang bersangkutan serta

strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal, visi dan misi Direktorat
Jenderal Pajak harus menjadi acuan sekaligus landasan dalam penyusunan strategi, kemudian
dirumuskan sasaran strategis yang harus dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran

Baru Dua.

A. Perencanaan Strategis

Sasaran strategis (SS) yang harus dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Kebayoran Baru Dua tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan antara lain:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal,
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
Edukasi dan pelayanan yang efektif;
Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
Pengujian kepatuhan material yang efektif;
Penegakan hukum yang efektif;

Data dan informasi yang berkualitas;

© ® N o g~ wDd

Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif; dan

-
©

Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Peta Strategi Tahun 2024

* Presiden

* DPR 1a-CP Persentase realisasi panallmsan pajak TOtaI

« Menteri Keuangan 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan 1 SS: 10
« BPK ) pajak bruto dan deviasi proyeksi Penerimaan negara dari IKU: 20
* Masyarakat perencanaan kas sektor pajak yang optimal "

* Dircktur Jenderal Pajak

T~

——— Rp PPM
2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak
* Wajib Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 3a-CP Persentase rea\|§35|
¥ ¥ Masa PPM (CP) 2 3 penerimaan pajak dari
2b-CP tingkat kegiatan Pengujian Kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib tahun hKl‘mh‘" uhltlln i Material (PKM) (CP)
Pajak Badan dan Qrang Pribadi (CP) yang tinggi sebelumnya yang tingg Rp PKM
o —
4a-CP Persentase perubahan perilaku 7
lapor dan bay-rmn:gim St 6 Penegakan hukum
Pengujian kepatuhan 'yang efektif
dan penyuluhan (CP)
4b-N Indeks efeklivitas penyuluhan dan material yang efektif
5a-CP Persel o L 7aCP Tingkat efektivitas Pemeri o
ntase pengawasan atas data dan/atau keterangan DPP 4 P."E“.i"' 'S ksaan dan
pembayaran masa DSPE 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan DSPC
6¢-N Efekiivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib %wm“mﬂm“
Pajak KPP dan penyediaan bahan baku tasoponya
Pemeriksaan Bukti Permulaan
8 8a-CP ian Laporan dan
Data dan Informasi yang Penyediaan Data Potensi Perpajakan
berkualitas PF Penghi gional dari ILAP
o Pengelol: 'nKa
Pengelolaan Organisasi dan ngelolaan Keuangan
Sm%pﬂl 9a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM 'yang akuntabel

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N Indeks efek i
manajemen risiko

kinerja dan
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B. Perjanjian Kinerja

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan sesuai dengan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan
Kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Jumlah sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Dua mencapai 10 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama yang
diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat

disajikan dalam tabel berikut:

Kode Sasaran Strategis/

SS/IKU Indikator Kinerja Utama UelieEs
1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

la-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00%

1p-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 100,00

proyeksi perencanaan kas

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

- 0,
2a-CP Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 100,00%
i Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT o
2b-CP Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 100,00%

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
32-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 100,00%

Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan

4a-CP ) 74,00%
edukasi dan penyuluhan
4b-N | Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan 100,00
5 Persentase pengawasan pembayaran masa
5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00%
6 Pengujian kepatuhan material yang efektif
6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data 100,00%
dan/atau keterangan
6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00%
6e-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP 100,00%

tepat waktu
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7 Penegakan hukum yang efektif

7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00%

7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan 75,00%

7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 100,00%
8 Data dan informasi yang berkualitas

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan 100,00%

penyediaan data potensi perpajakan

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan

- 0
9a-N kebintalan SDM 100,00%
9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00
9c-N Indek_s efektl\_/lt_as implementasi manajemen kinerja dan 90,00

manajemen risiko
10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel
182' Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00

Untuk mencapai seluruh target tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran
Baru Dua memperoleh anggaran sebesar Rp6.123.772.000 (Enam miliar seratus dua puluh tiga
juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan ke beberapa kegiatan
yang terdiri dari Kegiatan Ekstensifikasi Penerimaan Negara sebesar Rp329.252.000 (Tiga ratus
dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), Kegiatan Pelayanan, Komunikasi,
dan Edukasi sebesar Rp227.082.000 (Dua ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu
rupiah), Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum sebesar Rp272.203.000 (Dua ratus tujuh
puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah), Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
sebesar Rp4.222.003.000 (Empat miliar dua ratus dua puluh dua juta tiga ribu rupiah), dan
Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM sebesar Rp867.707.000 (Delapan ratus enam puluh

tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor

KMK-467/KMK.01/2014

tentang

Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktorat Jenderal

Pajak Nomor Per-12/PJ/2018 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak, tahapan akhir dari pengelolaan kinerja adalah proses penilaian, monitoring dan evaluasi

kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi IKU

yang tersedia. Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua

telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang dibagi kedalam 4 (empat) perspektif yaitu

stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, learning and growth

perspective yang memuat IKU-IKU utama. Adapun pencapaian kinerja organiasi dan analisis

capaian kinerja dari keempat sasaran tersebut disajikan dalam bentuk sebagai berikut.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Kode
SS/IKU

Sasaran Strategis/
Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

deviasi proyeksi perencanaan kas

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
la-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% | 100,15%
1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan 100,00 99.83

Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
i Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan o o
2a-CP Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 100,00% 100,07%
i Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT o o
2b-CP Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 100,00% 101,72%
3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
32-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 100,00% 101,17%

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif

43-CP Zg&skirsltia:jsaenp;ézgsﬁlr; rp])erilaku lapor dan bayar atas kegiatan 74.00% 88.80%

4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 100,00% 110,71%
5 Persentase pengawasan pembayaran masa

5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00% 119,00%
6 Pengujian kepatuhan material yang efektif
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Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data

6a-CP 100,00% 120,00%
dan/atau keterangan

6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% 119,95%

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP 100,00% 117,94%
tepat waktu

7 Penegakan hukum yang efektif
7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00% 120,00%
7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 116,73%

7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 100,00% 200,00%

8 Data dan informasi yang berkualitas

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan
penyediaan data potensi perpajakan

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

8a-CP 100,00% | 120,00%

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan

9a-N | \ebintalan SDM 100,00 117,45
9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 97,06
9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan 90,00 97.49
manajemen risiko
10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel
1(?;' Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 120,00
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2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun
2023 dan 2022

Sasaran KU Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Strategis 2024 2024 2023 2023 2022 2022
Persentase realisasi 100,15% 100,15% 103,73% 103,73% 130,82% 120,00%
penerimaan pajak
SS.1
Penerimaan
negara dari Indeks realisasi
sektor pajak | pertumbuhan
yang optimal | penerimaan pajak 99,83 99,83% 118,84 | 118,84% 146,5 120,00%
bruto dan deviasi
proyeksi
perencanaan kas
Persentase realisasi
penerimaan pajak
gaerr:g:\jgv':stgﬂ 100,07% | 100,07% | 10504% | 10504% | 136,4% | 120,00%
SS. 2 (F’F?Fﬁnlvtl))ayaran Masa
Kepatuhan
tahun
berjalan Persentase capaian
ang tinggi
yang fingg! tingkat kepatuhan
gz%ig‘rﬁ’?j'aﬂ S\;\Zib 101,72% | 101,72% | 101,40% | 101,40% | 96,71% | 96,71%
Pajak Badan dan
Orang Pribadi
SS. 3 Persentase realisasi
Kepatuhan penerimaan pajak
tahun dari kegiatan 101,17% 101,17% 73,65% 73,65% 108,31% 108,31%
sebelumnya | Pengujian Kepatuhan
yang tinggi Material (PKM)
Persentase
perubahan perilaku
lapor dan bayar atas 88,80% 120,00% 84,00% 120,00% 80.40% 120,00%
kegiatan edukasi dan
penyuluhan
SS. 4
Edukasidan | |ngeks efektivitas
pe'aya][‘akr;_f penyuluhan dan - - 82,86 102,30% 89,58 111,98%
yang etexl pelayanan
Indeks kepuasan
pelayanan dan
efektivitas 110,71% 110,71% - - - -
penyuluhan
(IKU Baru)
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Sasaran IKU Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Strategis 2024 2024 2023 2023 2022 2022
SS.5
Persentase
Pengawasan engawasan
pembayaran p - - 104,56% 116,18% 106,30% 118,11%
masa yang pembayaran
efektif masa
SS.5
Persentase
engawasan Persentase
P pengawasan 119,00% | 120,00% - - - -
pembayaran
pembayaran masa
masa
(SS Baru)
Persentase
penyelesaian
s 6 permintaan 120,00% | 120,00% 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00%
-0 penjelasan atas data
Pengujian dan/atau keterangan
kepatuhan
material
yang efektif
Persentase
pemanfaatan data 119,95% 119,95% 120,00% 120,00% - -
selain tahun berjalan
Efektivitas
Pengelolaan Komite
ﬁg%aktihsg Wajib 117,94% | 117,94% - . - .
tepat waktu
(IKU Baru)
Tingkat efektivitas . : 110,47% | 120,00% | 102,30% | 120,00%
pemeriksaan
Tingkat efektivitas
pemeriksaan dan 120,00% | 120,00% - : - .
penilaian
(IKU Baru)
Tingkat efekiivitas 116,73% | 120,00% | 106,53% | 120,00% | 115,29% | 120,00%
sS. 7 penagihan
Penegakan
h?kkli'rfn yang | persentase tindak
etext lanjut usulan 0 0
pemeriksaan dari ) ) 89,47% 111,84% ) )
kegiatan pengawasan
Persentase
penyampaian usul
Pemeriksaan Bukti 200,00% 120,00% - - - -
Permulaan
(IKU Baru)
SS. 8 Data Persentase
dan penyelesaian laporan
Informasi pengamatan dan 120,00% 120,00% 152,32% 120,00% - -
yang penyediaan data
berkualitas potensi perpajakan
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Sasaran IKU Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Strategis 2024 2024 2023 2023 2022 2022
SS. 9 SDM Persentase Pegawai
yang yang Memenuhi - - 100,00% 120,00% 94.60% 105,11%
kompeten Standar Kompetensi
Tingkat kualitas
kompetensi dan o
pelaksanaan kegiatan 117,45 117,45% ) i ) i
kebintalan SDM
SS. 9
Pengelolaan
Organisasi Indeks Penilaian o
dan SDM Integritas Unit 97,06 114,19% ) ) ) )
adaftif
(SS Baru)
Indeks efektivitas
implementasi o . ) ) )
manajemen kinerja 97,49 108,32%
dan manajemen risiko
Indeks Penilaian - - 96,94 | 114,05% | 9497 | 111,73%
Integritas Unit
SS. 10
Organisasi -
yar?g Persentase efektivitas
berkinerja Dialog Kinerja
tinggi Organisasi dan - - 100,00% 111,11% 284,78% 120,00%
penerapan
Manajemen Risiko
SS. 10
E:l:lg]ﬁlc:ﬁan Indeks kinerja
yang 9 kualitas pelaksanaan 120 120% - - - -
akuntabel anggaran
(SS Baru)
SS. 11
Penguatan Indeks kineri
ndeks kinerja
pengelolaan | | - ias pelaksanaan ; - 98,45 98,45% 96,28 100,82%
keuangan anggaran
yang optimal
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Realisasi belanja anggaran KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua pada Tahun Anggaran

2024 adalah sebesar Rp6.006.045.484 atau sebesar 98,08% dari

pagu total sebesar

Rp6.123.772.000. Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-

239/PJ.01/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Penyampaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

dan Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran (IKA) Tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Kebayoran

Baru Dua meraih urutan ke-63 (dari 391 satuan kerja di Direktorat Jenderal Pajak) sebagai satker

dengan penyerapan anggaran terbaik. Rincian penyerapan anggaran pada tahun 2024 disajikan

sebagai berikut.

1. Realisasi Anggaran berdasarkan Kategori Jenis Belanja

Kode Jenis Uraian Jenis o
) ] Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Belanja Belanja
51 Belanja Pegawai 867.707.000 835.369.000 | 96,27
52 Belanja Barang 5.050.540.000 4.966.460.804 | 98,34
53 Belanja Modal 205.525.000 204.215.680 | 99,36
Total 6,123,772,000 6,006,045,484 | 98,08
2. Realisasi Anggaran berdasarkan Kategori Jenis Kegiatan
Kode i i
) Uraian Jenis o
Jenis ) Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
) Kegiatan
Kegiatan
Ekstensifikasi
4791 _ 329.252.000 326.405.672 | 99.14
Penerimaan Negara
Pelayanan.
4792 Komunikasi. dan 227.082.000 203.335.060 | 89.54
Edukasi
Pengawasan dan
4794 272.203.000 264.192.275 | 97.06
Penegakan Hukum
Pengelolaan
4707 Keuangan. BMN. 4.427.528.000 4.376.743.477 | 98.85
dan Umum
Pengelolaan
4708 o 867.707.000 835.369.000 | 96.27
Organisasi dan SDM
Total 6.123.772.000 6.006.045.484 | 98.08
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C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran
Efisiensi merupakan sisa lebih anggaran dibandingkan dengan ketercapaian atas output yang

telah dicapai suatu unit kerja. Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak
Nomor ND-239/PJ.01/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Penyampaian Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran dan Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran (IKA) Tahun 2024, dijelaskan bahwa nilai
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) terdiri dari komponen Efisiensi Standar
Biaya Keluaran Khusus (SBK) (15%), Capaian Rincian Output (75%), dan Penggunaan Dana
(10%). Pada tahun 2024 terdapat kebijakan akhir tahun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
sesuai Executive Summary Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran 2024, dijelaskan bahwa
khusus pada tahun 2024 sesuai KMK-466 Tahun 2023, efisiensi sudah tidak menjadi fokus
penilaian dan nilai penyerapan anggaran lebih diutamakan. Secara detail, komponen penilaian
efisiensi tahun 2024 hanya berlaku untuk Kegiatan Rincian Output (KRO) Layanan Penyuluhan
dan Kehumasan Perpajakan dengan maksimal penggunaan anggaran sebesar 80%. Selain KRO

tersebut, penggunaan anggaran dapat dioptimalkan dan tidak ada penilaian efisiensi.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua berhasil meraih nilai efisiensi
SBK maksimal, yaitu sebesar 100%. Realisasi anggaran pada KRO Layanan Penyuluhan dan
Kehumasan Perpajakan tercatat sebesar Rp22.806.200 dari total anggaran sebesar
Rp94.135.000, yang berarti realisasi anggaran pada KRO tersebut hanya mencapai 75,77%.
Dengan demikian, penggunaan anggaran KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua pada tahun
2024 dinilai efisien, karena realisasi pada KRO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan berada di

bawah batas maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 80%.

Untuk IKU Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
meraih indeks capaian sebesar 120% yang bersumber dari nilai SMART sebesar 100 dan nilai
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 99,92%. Berdasarkan Nota Dinas
Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-239/PJ.01/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang
Penyampaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran (IKA)
Tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua meraih urutan ke-3 di Lingkungan Kanwil

DJP Jakarta Selatan Il sebagai kantor dengan IKU Indeks Kinerja Anggaran terbaik.
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D. Analisis Kinerja
Berikut ini adalah analisis kinerja di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua yang

dijabarkan menurut sasaran strategis masing-masing.
1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
a. Persentase realisasi penerimaan pajak.
Realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru
Dua hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp3.296.967.118.397 atau 100,15% dari target
yang telah ditetapkan terakhir yaitu sebesar Rp3.292.021.668.000 atau 100,00%.
Capaian realisasi ini telah melampaui target IKU tahun 2024 sebesar 100,00%.
b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan
kas.
Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto tahun 2024 mencapai 119,65% dan
realisasi capaian deviasi perencanaan kas sebesar 80%. Dari dua komponen tersebut,
realisasi IKU berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan adalah sebesar 99,83
dengan indeks capaian sebesar 99,83%. Angka realisasi tersebut belum memenuhi
target dengan indeks IKU sebesar 100.
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM).
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Dua tahun 2024 adalah sebesar Rp3.040.938.102.000. Atas target
yang telah ditetapkan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran
Baru Dua berhasil mencapai Rp3.042.965.339.765 sehingga persentase realisasi
penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebesar
100,07% dari target IKU sebesar 100%. Capaian atas IKU ini pada tahun 2024 adalah
sebesar 100,07%.
b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Badan dan Orang Pribadi.
Pada tahun 2024, target pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dari WP Badan
dan Orang Pribadi Strategis maupun Kewilayahan sebanyak 25.243 Wajib Pajak dan
yang menyampaikan SPT Tahunan PPh sebanyak 22.232 laporan SPT Tahunan dengan
rincian WP Wajib SPT Tepat waktu sebanyak 17.231 (pengali IKU 1,2), WP Wajib SPT
Terlambat 2.341, Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu sebanyak 2.193, dan Bukan WP
Wajib SPT Terlambat sebanyak 467. Berdasarkan data tersebut, realisasi IKU ini pada
tahun 2024 adalah sebesar 101,72% dengan indeks capaian yang dicapai sebesar
101,72%. Angka capaian ini melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.
Kegiatan yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan Pojok Pajak pada
setiap wilayah kerja serta membentuk Satuan Tugas Pengamanan IKU Kepatuhan
Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2024.
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3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material
(PKM).
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024 adalah sebesar
Rp5.942.290.016.000. Atas target yang telah ditetapkan tersebut, Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua mampu memperoleh penerimaan pajak dari
kegiatan PKM sebesar Rp6.005.583.369.784 sehingga persentase realisasi penerimaan
pajak dari kegiatan PKM sebesar 101,17% dari target IKU sebesar 100,00%. Capaian
realisasi ini belum mencapai target IKU tahun 2024 sebesar 101,17%.
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.
Realisasi persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 mencapai
88,80%. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditentukan pada tahun 2024
sebesar 74% dengan indeks capaian sebesar 120.00%.
b. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua mencapai angka 110,71 sehingga Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua telah melampaui target indeks
yang ditentukan pada tahun 2024 yaitu sebesar 100, dengan indeks capaian sebesar
110,71%.
5. Persentase pengawasan pembayaran masa
a. Persentase pengawasan pembayaran masa.
Target IKU persentase pengawasan pembayaran masa tercapai dengan realisasi
sebesar 119% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 90%. Dengan demikian
IKU ini memiliki indeks capaian sebesar 120%.
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun
2024 mencapai 120.00% dengan indeks capaian sebesar 120% yang artinya telah
memenuhi target sesuai dengan yang ditetapkan pada IKU tahun 2024 yaitu sebesar
100% .
b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.
IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tercapai dengan realisasi
sebesar 119,95% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%. Dengan
demikian, IKU ini memiliki indeks capaian sebesar 119,95%.
c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tercapai
dengan realisasi sebesar 117,94% dari target yang telah ditentukan sebesar 100,00%.

Dengan demikian, IKU ini memiliki indeks capaian sebesar 117,94%.
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7. Penegakan hukum yang efektif
a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian.
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian yang terdapat pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua tahun 2024 memiliki realisasi sebesar
120,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00% . Sehingga, IKU ini telah
memenuhi target dengan indeks capaian sebesar 120.00%.
b. Tingkat efektivitas penagihan.
Tingkat Efektivitas Penagihan yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Kebayoran Baru Dua tahun 2024 memiliki realisasi sebesar 116,73% dari target
yang telah ditetapkan sebesar 75,00% . Sehingga, IKU ini telah memenuhi target dengan
indeks capaian sebesar 120.00%.
c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024
adalah sebesar 200% dengan indeks capaian yang dicapai sebesar 120%. Capaian
tersebut dapat memenuhi target sesuai dengan yang ditetapkan pada IKU 2024 yaitu
sebesar 100.00%.
8. Data dan informasi yang berkualitas
a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi
perpajakan.
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
tahun 2024 mencapai angka realisasi sebesar 120% dari target tahun 2024 sebesar
100%. Atas realisasi tersebut, IKU ini memiliki indeks capaian sebesar 120,00%.
9. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif.
a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.
Merupakan indikator untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Setiap pegawai harus
memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang
wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis,
dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi
yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Pada tahun 2024,
realisasi IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
adalah sebesar 117,45 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00. Sehingga,
capaian IKU ini pada tahun 2024 adalah sebesar 117,45%.
b. Indeks Penilaian Integritas Unit.
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua pada tahun 2024 berhasil meraih realisasi
indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 97,06 dari target yang telah ditetapkan sebesar
85,00. Sehingga, capaian IKU ini adalah sebesar 114,19%.
c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.
Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah ldentifikasi
Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua mendapatkan realisasi
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sebesar 97,49 dari target yang telah ditetapkan sebesar 90. Sehingga, capaian dari IKU
ini adalah sebesar 108,32%.
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel
a. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Merupakan indikator untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran dengan
menggunakan prinsip tertib, taat, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dengan tetap memenuhi
output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait
pelaksanaan anggaran yang mencakup nilai SMART dan nilai IKPA yang ada pada unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Pada
tahun 2024, IKU IKKPA meraih realisasi sebesar 120,00 dari target yang telah ditetapkan
sebesar 100,00. Sehingga, capaian IKU IKKPA pada tahun 2024 adalah sebesar
120,00%.

E. Evaluasi Kinerja
Untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) ada beberapa risiko yang harus dihadapi oleh Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. Berikut adalah Risiko Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua yang perlu mendapat perhatian di tahun 2025, antara
lain:

1. Penerimaan pajak yang bersumber dari kegiatan PPM dan PKM dikarenakan capaian pada
tahun 2024 hanya sebesar 100,15% dari target 100%;

2. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto yang sudah tinggi, namun dari komponen
deviasi proyeksi perencanaan kas masih sangat tinggi yaitu sebesar 14,69% (capaian 80%),
masih jauh di atas target 8% (capaian 100%);

3. Penerimaan yang berasal dari PPM dikarenakan realisasi penerimaan PPM tahun 2024 hanya
sebesar 100,07% dari target 100%;

4. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan masih perlu lebih ditingkatkan lagi, baik dari

segi kepatuhan pelaporan SPT maupun dari ketepatan waktu pelaporannya;

Berikut adalah opsi penanganan risiko (mitigasi risiko) yang dapat dilakukan untuk mengatasi

beberapa kejadian risiko yang mungkin terjadi.

1. Melaksanakan IHT/PJJ/Sosialisasi AR tentang kompetensi teknis dan penggalian potensi
Wajib Pajak.
Forum Account Representative.

3. Melaksanakan IHT/PJJ/Sosialisasi Account Representative, Fungsional Pemeriksa, dan Juru
Sita tentang kompentensi teknis.

4. Mengedukasi Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban perpajakannya dengan cara
pengiriman email blast/SMS blast/WA blast/sosialisasi secara berkala kepada Wajib Pajak.

5. Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan
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Pelaksanaan Pojok Pajak di wilayah kerja.
Melaksanakan IHT/Sharing Session Fungsional Pemeriksa dan Juru Sita.

Rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

© ©® N o

Melakukan sosialisasi kode etik dan perilaku pegawai dan materi tentang fraud pada unit kerja.
10. Melakukan rapat rutin untuk merencanakan jumlah belanja dan efisiensi serta meningkatkan
koordinasi tim pengelola keuangan dan tim pengadaan (KPA, PPSPM, PPK, PBJ, PjPHP, Staf

PPK, dan Bendahara Pengeluaran).
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua tahun 2024
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat
Jenderal Pajak menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024.
Secara umum pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 telah mencapai target yang sudah
ditentukan. Pada intinya, penyusunan IKU/IKI di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak disusun
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait
pengampu IKU/IKI.

Dalam pembuatan Peta Strategi, Sasaran Strategis, dan IKU/IKI, Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak telah mempertimbangkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), arahan Menteri, serta masukan
dari Unit Vertikal. Keterlibatan unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun
2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usulan IKU/IKI Baru, usulan penghapusan IKU/IKI
lama, maupun perbaikan atas IKU/IKI yang telah ada.

Dengan disusunnya LAKIN KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua diharapkan seluruh
pegawai di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua semakin terdorong dan termotivasi untuk
meningkatkan kinerjanya. Sehingga, sasaran dan tujuan sebagaimana tertulis dalam visi dan misi dapat
dicapai dengan optimal. Selain itu, diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat
berjalan dengan lebih baik lagi.

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa maka LAKIN Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua tahun anggaran 2024 telah selesai disusun dan

semoga dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas kegiatan di tahun 2024.

Jakarta, 23 Januari 2025
Kepala Kantor,

Witarto
NIP 19671206 199503 1 001
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